
 
 

 
 

BUPATI HULU SUNGAI UTARA 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA 
NOMOR 31 TAHUN 2020 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN KELIMA ATAS 

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA 

NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2020 
 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI HULU SUNGAI UTARA, 
 

Menimbang 
 

: a. bahwa menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal 
Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan 
Republik Indonesia, Nomor: S-282/PK/2020, Tanggal 10 

Juli 2020, Hal: Percepatan Pelaksanaan Kegiatan 
Pemulihan Ekonomi Nasional Yang Didanai Melalui 

Cadangan DAK Fisik, maka untuk menampung kegiatan 
dan alokasi anggaran sesuai dengan Peraturan Presiden 

Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 

2020, maka perlu melakukan perubahan kembali atas 
Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020; 

 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Hulu Sungai Utara tentang Perubahan Kelima 
atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 44 

Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820); 
 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor  4286); 

SALINAN 
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
 
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara  Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Nomor 5679); 

 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 
 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219); 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Nomor 5887); 
 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaga Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang 

Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6385); 
 

18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 
2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 

Tahun Anggaran 2020; 
 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

 
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 450) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 15); 
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21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 754); 

 
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1952); 

 
24. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Manteri 

Keuangan, Nomor 119/ 2813/SJ., dan Nomor 

177/KMK.07/2020, tentang Percepatan Penyesuaian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 

Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat 

dan Perekonomian Nasional; 
 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 

8 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu 

Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 8); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 

7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019 Nomor 7 ); 

 
27. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 42 Tahun 

2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 
Sosial dalam lingkup Pemerintah (Berita Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 42 ) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Hulu Sungai Utara Nomor 26 Tahun 2012 tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara 
Nomor 42 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 

Hibah dan Bantuan Sosial dalam lingkup Pemerintah 
(Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 

2012 Nomor 26 ); 
 
28. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 44 Tahun 

2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019 Nomor 44), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 20 Tahun 
2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati 
Hulu Sungai Utara Nomor 44 Tahun 2019 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Hulu 

Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 20); 
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Memperhatikan  : Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor: 910/620/ 

BPKAD/2020, Tanggal 20 Juli 2020, Perihal: Mohon 
dibuatkan Perbup Perubahan Penjabaran APBD Tahun 

Anggaran 2020; 
 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan 
 

 

: 
 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS 
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 44 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020. 

 
Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 44 
Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019 
Nomor 44), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat 
atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 44 Tahun 2019 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 

(Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 20) diubah 
sebagai berikut: 

 
1. Ketentuan Pasal 1 diubah sebagai berikut: 

“Pasal 1 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri atas: 
1. Pendapatan Daerah 

a. Pendapatan Asli Daerah Rp  110.097.390.490,00 
b. Dana Perimbangan Rp   767.731.310.000,00 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp    282.673.315.350,00 
 Jumlah Pendapatan   Rp 1.160.502.015.840,00 

2. Belanja 
a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja pegawai Rp    466.882.229.000,00 

2) Belanja hibah Rp     12.614.200.000,00 
3) Belanja bantuan sosial Rp        6.000.000.000,00 

4) Belanja bagi hasil kepada  
 Provinsi/Kab/Kota dan Pemdes Rp       2.121.000.000,00 

5) Belanja bantuan keuangan kepada  
 Provinsi/Kab/Kota dan Pemdes Rp       244.324.194.531,00 
6) Belanja tidak terduga Rp     114.530.526.389,00 

Jumlah   Rp     846.472.149.920,00 
 

b. Belanja Langsung 
1) Belanja pegawai Rp    27.860.083.500,00 

2) Belanja belanja barang dan jasa Rp    261.537.400.145,00 
3) Belanja modal Rp      127.096.632.992,00 

Jumlah   Rp    416.494.116.637,00 

Jumlah Belanja  Rp 1.262.966.266.557,00 

Defisit  (   Rp   102.464.250.717,00 ) 
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3.  Pembiayaan : 
a. Penerimaan Rp  102.464.250.717,00 

b. Pengeluaran Rp   0,00 

Pembiayaan Netto Rp     102.464.250.717,00 

   Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp  00,00   
 

2.  Lampiran I dan Lampiran II  Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 44 
Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2020) diubah, dengan SKPD: 

1. Dinas Kesehatan; 
2. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; 

3. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup; 
4. Dinas Perikanan; 

5. Dinas Pertanian; 
6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah; 
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD); 

 
dengan perubahan lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.  
 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Utara. 

 

 
Ditetapkan  di Amuntai 

pada tanggal 20 Juli 2020  
 

BUPATI HULU SUNGAI UTARA, 
 
         CAP/TTD 

 
      ABDUL WAHID HK 

 

Diundangkan di Amuntai 
pada tanggal 20 Juli 2020 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
         HULU SUNGAI UTARA, 

 
   CAP/TTD 

 
          MUHAMMAD TAUFIK 

  
BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2020 NOMOR 31. 

 
 

 


